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ABSTRAK

Era Globalisasi telah membuat Teknologi Informasi dan Komunikasi berkembang
dengan sangat pesat, selain memberikan dampak positif perkembangan yang pesat
ini juga menimbulkan dampak negatif yang cukup signifikan. Maraknya tindak
pidana yang terjadi melalui internet dan media sosial menimbulkan keresahan di
masyarakat salah satunya adalah penyebaran video pornografi melalui media sosial.
Tindak pidana pornografi merupakan salah satu bentuk kejahatan kesusilaan yang
disebabkan karena kemajuan teknologi. Tindak pidana pornografi mengalami
perkembangan yang sangat pesat dan membuat masyarakat menjadikan media
sosial sebagai wadah untuk melakukan kejahatan sekaligus dapat menjadi korban.
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan
hukum terhadap pelaku penyebaran video pornografi melalui media sosial? serta
bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kasus penyebaran video
pornografi melalui media sosial? Dengan menggunakan penelitian hukum normatif
dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus serta
menggunakan teori kepastian hukum dan teori penegakan hukum dalam menjawab
permasalahan yang ada. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa penerapan
hukum terhadap pelaku penyebaran video pornografi melalui media sosial diatur
dalam KUHP, UU Pornografi, UU ITE dan UU TPKS. Sesuai dengan asas hukum
pidana yakni Lex Spesialis Derogat Legi Generali seharusnya penerapan hukum
terhadap tindak pidana penyebaran video/konten pornografi melalui media sosial
lebih mengedepankan penerapan UU Pornografi sebagai undang-undang yang lebih
khusus untuk mengesampingkan undang-undang lainnya. Adapun perlindungan
hukum terhadap korban kasus penyebaran video pornografi melalui media sosial
merupakan satu kesatuan yang harusnya diperhatikan pemerintah selain penerapan
dan penegakan hukum terhadap pelaku. Jika dilihat dari beberapa ketentuan yang
ada menunjukkan bahwa keberpihakan masih kepada pelaku semata (hukum pidana
sebagai ajang balas dendam). Sehingga optimalisasi penerapan UU TPKS terkait
perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual harus dijadikan dasar
utama sebagai bentuk keseriusan pemerintah terhadap kasus penyebaran
video/konten pornografi yang sangat berbahaya bagi korban serta masyarakat
sebagai pengguna media sosial dan internet saat ini.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pornografi, Internet/Media Sosial
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ABSTRACT

The era of globalization has made information and communication technology
develop very rapidly, apart from having a positive impact, this rapid development
also has quite significant negative impacts. The rise of criminal acts that occur via
the internet and social media is causing unrest in society, one of which is the spread
of pornographic videos via social media. The crime of pornography is a form of
morality crime caused by advances in technology. The crime of pornography is
experiencing very rapid development and has made people use social media as a
forum for committing crimes and at the same time becoming victims. This research
was conducted with the aim of finding out how the law is applied to perpetrators of
distributing pornographic videos via social media? and what is the legal protection
for victims of cases of spreading pornographic videos via social media? By using
normative legal research with a statutory regulations approach and a case
approach and using legal certainty theory and law enforcement theory in answering
existing problems. Based on the research results, it was found that the application
of law to perpetrators of distributing pornographic videos via social media is
regulated in the Criminal Code, the Pornography Law, the ITE Law and the TPKS
Law. In accordance with the principles of criminal law, namely the Lex Specialist
Derogat Legi Generali, the application of law regarding the criminal act of
distributing pornographic videos/content via social media should prioritize the
application of the Pornography Law as a more specific law to the exclusion of other
laws. Meanwhile, legal protection for victims of cases of spreading pornographic
videos via social media is an integral part that the government should pay attention
to in addition to implementing and enforcing the law against perpetrators. If we
look at several existing provisions, it shows that partiality is still towards the
perpetrator alone (criminal law as a means of revenge). So optimizing the
implementation of the TPKS Law regarding legal protection for victims of sexual
violence must be the main basis as a form of seriousness by the government
regarding cases of spreading pornographic videos/content which are very
dangerous for victims and society as users of social media and the internet today.

Keywords: Crime, Pornography, Internet/Social Media
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Hidup tak selalu adil bagi semua orang. Ada yang jalannya penuh lubang dan

tidak mulus. Ada juga yang berlari sekuat tenaga, namun menemui jurang di

ujung jalan. Rencana-Nya adalah yang terbaik. €
Bagikan ilmu walaupun hanya satu ayat.

Sebaik-baik manusia diantaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi

orang lain.
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